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MOTTO

Bukan harta kekayaanlah, tetapi budi pekerti yang harus ditinggalkan sebagai
pusaka untuk anak cucu Kkita.

Sesali masa lalu karena ada kekecewaan dan kesalahan-kesalahan, tetapi jadikan
penyesalan itu sebagai senjata untuk masa depan agar tidak terjadi kesalahan
lagi.
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ABSTRAK

Hukum pidana di Indonesia terbagi dua, yaitu Hukum Pidana Umum dan Hukum
Pidana Khusus. Secara definitif, Hukum Pidana Umum dapat diartikan sebagai
perundang-undangan pidana dan berlaku umum, yang tercantum dalam Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta semua perundang-undangan yang
mengubah dan menambah KUHP. Adapun Hukum Pidana Khusus (Peraturan
Perundang-undangan Tindak Pidana Khusus) bisa dimaknai sebagai perundang-
undangan di bidang tertentu yang memiliki sanksi pidana, atau tindak-tindak pidana
yang diatur dalam perundang-undangan khusus, di luar KUHP, baik perundang-
undangan pidana maupun bukan pidana tetapi memiliki sanksi pidana (ketentuan
yang menyimpang dari KUHP). Harkristuti Harkrisnowo, berpendapat bahwa
ketidakjelasan falsafah pemidanaan saat ini merupakan suatu kendala yang serius
bagi upaya penegakan hukum di Indonesia yang tengah menuju ke arah negara yang
lebih demokratis. Sangat memprihatinkan sekali Indonesia belum menunjukan apa
yang selama ini digunakan sebagai acuan. Ketiadaan perumusan kebijakan
penanggulangan kejahatan atau criminal policy nampak menjadi salah satu
penghambat dalam merumuskan dan menjatuhkan pidana. Di dalam Konvensi PBB
Menentang Korupsi, 2003 (United Nation Convention Againts Corruption 2003
(UNCAC), yang telah diratifikasi Pemerintah RI dengan Undang-Undang Nomor 7
Tahun 2006, ada beberapa perbuatan yang dikategorikan korupsi, yaitu sebagai
berikut:1) Penyuapan, janji, tawaran, atau pemberian kepada pejabat publik atau
swasta, permintaan atau penerimaan oleh pejabat publik atau swasta atau
internasional, secara langsung atau tidak langsung, manfaat yang tidak semestinya
untuk pejabat itu sendiri atau orang atau badan lain yang ditujukan agar pejabat itu
bertindak atau berhenti bertindak dalam pelaksanaan tugas-tugas resmi mereka untuk
memperoleh keuntungan dari tindakan tersebut. 2) Penggelapan, penyalahgunaan atau
penyimpangan lain oleh pejabat publik/swasta/internasional dan 3) Memperkaya diri
sendiri dengan tidak sah. Untuk membuktikan bersalah tidaknya seorang terdakwa
haruslah melalui pemeriksaan di depan sidang pengadilan. Dalam hal pembuktian
hakim perlu memperhatikan kepentingan masyarakat dan kepentingan
terdakwa;Untuk membuktikan kesalahan terdakwa, pengadilan terikat oleh cara-cara
atau ketentuan-ketentuan pembuktian sebagaimana telah diatur dalam KUHAP.

Nama : Jamilah

Program Studi : Pascasarjana IImu Hukum

Judul : Disparitas Terhadap Pelaku Tindak Pidana
Korupsi
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ABSTRACT

Criminal law in Indonesia is divided into two, namely the General Penal Code
and Special Penal Laws. Definitively, General Criminal Law can be interpreted as
criminal law and generally accepted, are listed in the Code of Criminal Law (Penal
Code) and all statutory change and amend the Criminal Code. The Special Criminal
Law (Legislation Special Crimes) can be interpreted as the laws in certain areas that
have criminal penalties, or criminal acts set out in specific legislation, outside the
Criminal Code, both criminal law and not a criminal but has a criminal sanction
(which deviate from the provisions of the Criminal Code). Harkristuti Harkrisnowo,
argues that the current lack of clarity philosophy of punishment is a serious obstacle
to the efforts of law enforcement in Indonesia, which was heading toward a more
democratic country. Very concerned that Indonesia has not indicated what had been
used as a reference. The absence of policy formulation of crime prevention or
criminal policy appears to be one of the obstacles in formulating and convict. In the
United Nations Convention against Corruption, 2003 (United Nation Convention
Against Corruption 2003 (UNCAC), which has been ratified by the Government of
Indonesia Law No. 7 of 2006, there are some actions that are categorized corruption,
which is as follows: 1) Bribery, appointments, offer, or giving to a public official or
private, demand or acceptance oteh public officials or private or international, directly
or indirectly, of an undue advantage for themselves or someone official or other
entity that is intended to allow the official to act or cease to act in execution of their
official duties to gain from such action. 2) Embezzlement, misappropriation or other
diversion oteh official public / private / international and 3) Enrich yourself with
illegitimate. To prove whether a defendant's guilt must be through the hearing before
the trial court. In terms of evidence the judge should consider the interests of society
and the interests of the defendant; To prove the guilt of the accused, the court is
bound by the ways or evidentiary provisions as stipulated in the Criminal Code.

Name :Jamilah
Study program  : Postgraduate
Title : Disparities against perpetrators of corruption
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